
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.854, 2017 KEMENKEU. Standar Biaya Masukan. TA 2017. 

Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 78/PMK.02/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 33/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN  

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman 

Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi 

dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang 

Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan 

Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2017; 
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 b.    bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir 

beberapa usulan  penyesuaian Standar  Biaya  Masukan 

dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, perlu 

dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri  Keuangan 

Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2017;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178); 

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,  

dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, 

Standar Struktur Biaya,  dan Indeksasi  dalam  

Penyusunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 342);  

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

341); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

33/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN 

TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal I 

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 341), sehingga menjadi 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini.  

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  14 Juni 2017 

 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Juni 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 78/PMK.02/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI KEUANGAN NOMOR 

33/PMK.02/2016 TENTANG 

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 

ANGGARAN 2017 

 

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 
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PENJELASAN 

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat 

Pembuat Komitmen  (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan 

Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola 

Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola 

Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab 

pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola 

Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran 

pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk 

setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih 

dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai 

dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu 

dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium 

tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA. 

b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja 

pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. 

Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium 

Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang 

dikelolanya. 

c. Ketentuan Jumlah Staf Pengelola Keuangan (SPK) diatur sebagai 

berikut: 

1) Jumlah SPK yang membantu KPA: 

a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK 

lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, 

termasuk PPABP. 

b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK 

paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. 

2) Jumlah Keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) 

KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK. 

3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai 

berikut: 
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a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;  

b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang 

dikelola SPK; dan 

c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan tahun anggaran 

sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK 

tahun sebelumnya.  

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung 

jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling 

banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. 

e. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan 

fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan 

honorarium dimaksud. 

Catatan: 

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dapat diberikan 

kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan 

melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan ketentuan 

alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan. 

 

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja  

yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai 

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan 

belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja 

sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang. 

 

3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh 

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan 

penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan 

langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh 

PA/KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok 

Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Honorarium Pengguna Anggaran  

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal: 

1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia 

pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/ 

konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

atau   

2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada 

penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Catatan: 

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah menerima 

tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak 

diberikan honorarium dimaksud. 

 

4. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota 

Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang 

diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada ULP. 

Yang dimaksud dengan ULP adalah unit yang struktur organisasinya 

dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 

Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan 

perangkat ULP telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang 

berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikan honorarium. 

 

5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh 

PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 
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6. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota 

Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk 

mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) 

orang; 

b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 

(satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target 

pagu penerimaan PNBP fungsional; dan 

c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan 

fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan 

honorarium dimaksud. 

 

7. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota 

Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit 

akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual 

maupun terkomputerisasi. 

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan SIMAK-BMN 

(Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). 

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut: 

a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) 

orang; dan 

b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 

(enam) orang. 

Catatan: 

Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan 

satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan 

SAI. 
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8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara 

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota 

Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang 

yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang 

berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang. 

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku 

pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) 

orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat 

Kuasa Pengguna Barang. 

 

9. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan 

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional 

perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat 

yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam 

sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.  

 

10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan 

Honorarium diberikan kepada  seseorang yang diberi tugas untuk 

menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh 

fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, 

koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, 

pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat 

perintah pejabat yang berwenang.  

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang 

lembur dan uang makan lembur.  

Catatan: 

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama 

dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), 

kepada Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) 

atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal 

diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh 

lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk 

perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang 
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makan lembur. 

2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan 

mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi 

daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan 

biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. 

3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara 

selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas. 

 

11. Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal dan Komite 

Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian 

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau Reviewer 

Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian 

yang  dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum 

tahapan pelaksanaan penilaian  penelitian. Komite Penilaian dan/atau 

Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran 

Penelitian memiliki masa kerja tertentu  untuk memberikan penilaian 

pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian 

kompetisi. 

Catatan: 

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau 

Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran 

Penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi mengenai Pedoman Pembentukan Komite Penilaian 

dan/atau Reviewer  dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian 

dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 

 

12. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ 

Panitia 

12.1  Honorarium Narasumber/Pembahas  

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai 

Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan 

informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/ 

Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/ 

Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis 

yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 

tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan. 
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Catatan: 

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 

narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik 

dilakukan secara panel maupun individual. 

2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan 

ketentuan:  

a. narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi 

eselon I penyelenggara; dan/atau 

b. narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi 

eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi 

sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi 

eselon I penyelenggara/masyarakat. 

 

12.2  Honorarium Moderator 

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada 

kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan 

Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus 

Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk 

kegiatan diklat/pelatihan.   

Catatan: 

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 

1. moderator berasal dari luar unit organisasi eselon I 

penyelenggara; dan/atau 

2. moderator berasal dari dalam unit organisasi eselon I 

penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama 

kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I 

penyelenggara/masyarakat. 

 

12.3  Honorarium Pembawa Acara 

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang 
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berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam 

kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan 

Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus 

Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh 

Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 

(tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon 

I/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/masyarakat.  

 

12.4  Honorarium Panitia  

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang 

berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ 

Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ 

Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ 

Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama 

kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I 

penyelenggara/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/ 

masyarakat.  

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/ 

Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/ 

Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis memerlukan 

tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil 

Negara harus dilakukan secara selektif dengan 

mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium 

mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. 

Jumlah panitia  yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% 

(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan 

efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 

(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan 

honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 

 

13. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara 

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli   

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur 

Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan 
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memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di 

bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan 

dan/atau persidangan di pengadilan.  

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi 

keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium 

dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli 

dapat memberikan honorarium dimaksud.  

 

b. Honorarium Beracara 

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur 

Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara 

mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan 

sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan 

pemberian gaji dan tunjangan kinerja.  

 

14. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup 

Pendidikan Tinggi 

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas 

khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan 

kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan 

pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada 

Perguruan Tinggi berasal dari PNBP. 

b. Dalam hal terdapat kekhususan maka untuk keperluan dimaksud 

dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai 

kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan. 

d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi 

tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud 

pada poin 14.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam 

struktur  organisasi dan tata kerja oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan 
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aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku.  

e. Dalam hal fakultas tidak memiliki jurusan, maka standar 

honorarium ketua dan sekretaris prodi dapat menggunakan standar 

honorarium ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud 

pada poin 14.1.1.g. 

f. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan 

kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud 

pada poin 14.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui 

perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib 

dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 

14.3.a sampai dengan 14.3.f, berlaku bagi dosen dari luar 

perguruan tinggi yang bersangkutan atau non dosen. 

h. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar pada poin 14.3.p diberikan 

kepada Penyusun Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar serta 

Penelaah Bahan Ajar baik yang berbahasa Indonesia maupun yang 

berbahasa asing pada perguruan tinggi negeri yang hanya 

menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal 

(single mode). 

i. Khusus untuk Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah 

dan Bahan Ajar pada poin 14.3.p.1) dan 14.3.p.2) di atas 

diperuntukkan bagi penyusunan rancangan mata kuliah baru atau 

penyempurnaan rancangan mata kuliah lama dengan persentase 

penyempurnaan substansi paling sedikit 20% (dua puluh persen). 

j. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial pada poin 

14.3.q diberikan kepada penyusun/penulis Garis Besar Program 

Media (GBPM) Tutorial, Naskah Tutorial melalui Media, dan Kit 

Tutorial Tatap Muka serta Tutor pada  perguruan tinggi negeri yang 

hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus 

tunggal (single mode). 

k. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian 

pada poin 14.3.r diberikan kepada penyusun/penulis Kisi-Kisi Soal, 

Soal Objektif dan Uraian Input Bank Soal, dan Soal Ujian 

Komprehensif (Tugas Akhir Program), serta pelaksana ujian yang 

terdiri dari Pengawas Tempat Ujian Luar Negeri dan Penguji Tugas 

Akhir Program Magister pada  perguruan  tinggi negeri yang hanya 
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menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal 

(single mode). 

l. Untuk pegajar non dosen, penyetaraannya diatur oleh masing-

masing perguruan tinggi. 

m. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya 

duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan berlaku. 

n. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi 

harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 

15. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil 

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan 

berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih 

tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya 

ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur 

tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan:  

a. Lulusan SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat. 

b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114% 

(seratus empat belas persen) dari UMP setempat. 

c. Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh 

empat persen) dari UMP setempat. 

d. Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh 

tiga persen) dari UMP setempat. 

 

16. Satuan Biaya Operasional Penyuluh 

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan 

untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para 

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka 

mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan. 
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17. Honorarium Rohaniwan 

Honorarium yang diberikan -kepada- seseorang yang-- ditugaskan- oleh 

pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan 

sumpah jabatan.  

 

18. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 

Kegiatan 

18.1  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan 

Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ 

Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana 

kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.  

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium 

adalah sebagai berikut: 

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 

b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk 

mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga/ 

Instansi Pemerintah lainnya;  

c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; 

d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada 

pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping 

tugas pokoknya sehari-hari; dan 

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan 

keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN 

maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan 

honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh 

Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. 

 

18.2  Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 
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Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas 

melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan 

tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. 

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk 

menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh 

Presiden/Menteri. 

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: 

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana 

kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau 

b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan 

yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. 

Catatan:  

1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga 

melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas 

keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi 

tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 

2. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal melaksanakan 

ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-

langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan 

dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana 

kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I 

dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga. 

Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan 

honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat 

Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, 

dan pejabat fungsional pada tim dimaksud dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

No Jabatan 
Klasifikasi 

I II III 

1. Pejabat Negara, Eselon I, 

dan Eselon II 
2 3 4 
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2. Pejabat Eselon III 3 4 5 

3. Pejabat Eselon IV, 

pelaksana, dan pejabat 

fungsional 

5 6 7 

 

 

 

Keterangan: 

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah 

honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas 

adalah sebagai berikut: 

Klasifikasi I : Kementerian Negara/Lembaga yang 

telah menerima tunjangan kinerja 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan mengenai tunjangan kinerja 

dengan tunjangan kinerja pada kelas 

jabatan tertinggi lebih besar atau sama 

dengan Rp40.000.000 (empat puluh 

juta rupiah). 

Klasifikasi II 

 

 

: Kementerian Negara/Lembaga yang 

telah menerima tunjangan kinerja 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan mengenai tunjangan kinerja 

dengan tunjangan kinerja pada kelas 

jabatan tertinggi lebih besar atau sama 

dengan Rp25.000.000 (dua puluh lima 

juta rupiah) dan kurang dari 

Rp40.000.000 (empat puluh juta 

rupiah). 

Klasifikasi III : Kementerian Negara/Lembaga yang 

telah menerima tunjangan kinerja 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan mengenai tunjangan kinerja 
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dengan tunjangan kinerja pada kelas 

jabatan tertinggi kurang dari 

Rp25.000.000 (dua puluh lima juta 

rupiah) atau belum menerima 

tunjangan kinerja. 

b. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian 

Negara/Lembaga. 

1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas 

Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh 

Pejabat Eselon I atau KPA. 

Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan 

honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, 

Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, 

pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud 

mengacu pada butir 2.a. di atas. 

2) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas 

Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh 

Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat 

yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan 

Lembaga. 

Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan 

kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga 

dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut 

mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga. 

Pemberian honorarium bagi  tim yang ditetapkan oleh 

Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat 

yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan 

Lembaga dikecualikan  dari ketentuan butir 2.a. di 

atas. 

 

19. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola 

Website 

19.1  Honorarium Tim Penyusunan Jurnal 

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai 
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Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun 

dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat 

yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, 

pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi 

tersendiri. 

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal 

nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra 

bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus 

ribu rupiah). 

 

19.2  Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah 

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan 

kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang 

diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, 

berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan 

jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui 

pembaca.  

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi 

warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara 

periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi 

tertentu. 

 

19.3  Honorarium Tim Pengelola Website 

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi 

tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan 

pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah 

yang dikelola oleh unit eselon I/setara. 

Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal setingkat 

eselon II di daerah maka kepada pengelola website tersebut dapat 

diberikan honorarium tim pengelola website. 

 

20. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ 
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Konferensi Tingkat Menteri,  Senior Official Meeting (Bilateral/ 

Regional/Multilateral), Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan 

Berskala Internasional 

20.1 Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ 

Konferensi Tingkat Menteri,  Senior Official Meeting (Bilateral/ 

Regional/Multilateral) 

Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional, 

konferensi tingkat menteri, senior official meeting 

(bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat 

Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI 

penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/ 

pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior official 

berdasarkan surat keputusan  pejabat berwenang. 

 

 

20.2 Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/ 

Sarasehan Berskala Internasional 

Honorarium penyelenggara workshop/seminar/sosialisasi/ 

sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada Pejabat 

Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI 

penyelenggara kegiatan workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan 

berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat 

berwenang. 

Catatan: 

Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan 

dinas dan/atau uang harian paket meeting sesuai surat perintah 

perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang. 

 

21. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi 

Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi merupakan imbalan 

bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa 

hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. 

Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.  

Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa 

hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja 
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guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau 

pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium 

pemeriksaan hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian 

yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat 

pendidikan tinggi, honorarium pemeriksaan hasil ujian dapat diberikan 

untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang 

bersifat tertulis maupun praktik. 

 

22. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional 

22.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional 

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen atau pakar 

sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik 

Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil) untuk 

proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat 

nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti 

soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang 

mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi 

akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil,  dan soal untuk 

penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal 

yang  mengukur kecenderungan perilaku,  soal tes kompetensi 

guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal 

kompetensi managerial kepala sekolah.   

Honorarium  Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan 

berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas 

atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

22.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional 

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen atau pakar 

sesuai bidang yang dibutuhkan  dengan kepakarannya (baik 

Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil) untuk 

proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat 
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nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti 

soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang 

mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi 

akademik guru, soal akademik Calon Pegawai Negeri Sipil, dan 

soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes 

minat, soal yang  mengukur kecenderungan perilaku, soal tes 

kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, 

soal kompetensi managerial kepala sekolah, soal non akademik 

Calon Pegawai Negeri Sipil.   

Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan 

berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas 

atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

23. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat)  

23.1 Honorarium Penceramah 

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat 

Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang 

memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience 

sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan 

pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara;  

b. berasal dari dalam organisasi eselon I penyelenggara 

sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama 

kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I 

penyelenggara/masyarakat; dan 

c. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota 

Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan 

pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat 

Eselon II ke atas/setara. 

 

23.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja 

penyelenggara 

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari 
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luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar 

tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara. 

 

23.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja  

penyelenggara 

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari 

dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun 

pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas 

kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah 

minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

 

23.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat  

Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi 

tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat 

berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas 

kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul 

diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan 

persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling 

sedikit 20% (dua puluh persen). 

 

23.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat  

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat 

yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan 

fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang 

penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang 

bersangkutan; 

b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 
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urgensinya; dan 

c. jumlah panitia  yang dapat diberikan honorarium maksimal 

10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. 

Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) 

orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 

paling banyak 4 (empat) orang. 

Catatan: 

Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan 

diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit. 

 

24. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Satuan biaya uang makan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan 

satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang 

makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. 

 

25. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara 

a. Uang Lembur  

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah 

dari pejabat yang berwenang. 

b. Uang Makan Lembur   

Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara 

berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. 

 

26. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non 

Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan 

Pramubakti 

a. Uang Lembur  

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur 

Sipil Negara yang melaksanakan  tugas rutin kementerian 
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negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan 

Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat 

perintah dari pejabat yang berwenang. 

 

b. Uang Makan Lembur   

Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil 

Negara yang melaksanakan  tugas rutin kementerian 

negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan 

Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam 

secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. 

Catatan:  

Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti 

sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, 

Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian 

kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing). 

 

27. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor 

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi 

seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam 

kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam 

kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/eselon I lainnya/Kementerian 

Negara/Lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat; dan 

b. dilaksanakan minimal  3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.  

Catatan: 

1. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk 

konsumsi rapat.  

2. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang 

makan lembur. 

3. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat 

diberikan uang transpor sepanjang kriteria pemberian uang 

transpor terpenuhi. 

 

28. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang 

Sama 
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Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang 

sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa 

(auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang 

diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal dalam lokasi 

perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. 

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak 

diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur. 

 

29. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas 

Pindah Dalam Negeri 

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas 

pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk 

perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang 

pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat 

yang berwenang.  

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah 

kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. 

Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-

bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat 

asal sampai dengan tujuan. 

 

 

30. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri 

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan 

biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/Home 

Staff/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri. 

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai 

sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk 

program pasca sarjana.  
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2. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/Home 

Staff/Atase Teknis/Atase Pertahanan  yang bekerja pada Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada 

pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan 

tinggi dan tidak termasuk program pasca sarjana. 

3. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan 

keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja 

orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas). 

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dikecualikan 

bagi:  

a. anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/Home Staff/Atase 

Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk 

dalam perwakilan rawan dan/atau berbahaya; dan 

b. anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/Home Staff/Atase 

Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antar perwakilan 

(cross posting). 

5. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan 

dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/Home 

Staff/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antar 

perwakilan (cross posting) sebagaimana dimaksud pada angka 4 

ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.  

6. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu 

anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

7. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang 

ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. 

8. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 

 

31. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti 

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan 

pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ 

kontrak kerja.  

Catatan: 
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1. untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti 

dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium 

dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari 

satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan 

perlengkapan. 

2. dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan 

honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya 

keagamaan. 

3. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah 

lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, 

maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan 

tersebut. 

 

32. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang 

Representasi 

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan 

penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai 

Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam 

menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. 

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil 

ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat 

Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan 

perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat 

negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. 

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara/Anggota Polri/TNI yang diberikan tugas untuk mengikuti 

kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota 

yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. 

 

33. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan 

penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai 

Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam 

menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat 

digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-67- 

penginapan.  

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian 

pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan 

berkedudukan. 

Contoh: 

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan 

dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara 

Kenya. 

 

34. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan 

satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya 

menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan 

dengan bukti pengeluaran yang sah. 

 

35. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor 

35.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor 

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor 

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang 

diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian 

pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat 

koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 

eselon I lainnya/masyarakat. 

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor 

menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: 

a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat 

Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan 

yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri; 

b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon 

I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan 

pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan; 

c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III 

adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat 
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eselon III/yang disetarakan. 

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor 

menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu: 

a. Paket Fullboard 

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan 

rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari 

penuh dan menginap.  

b. Paket Fullday 

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan 

rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 

minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.  

c. Paket Halfday 

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan 

rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 

minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.  

Catatan: 

1. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:   

a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar 

untuk 1 (satu) orang. 

b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) 

kamar untuk 2 (dua) orang.  

2. Satuan biaya paket fullboard ini digunakan untuk 

penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan 

akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan 

besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat 

Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1.a) dapat 

diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya 

paket fullboard sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Menteri ini. 

3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka 

penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus 

menggunakan satuan biaya ini. 

4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, 

PA/KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan 

di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan 
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mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara. 

 

35.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor 

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor 

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian 

uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard 

dan kegiatan fullday/halfday di dalam kota kepada peserta dan 

panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar 

kantor. 

Catatan: 

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna 

mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian 

pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor 

transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk 

berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat 

dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas 

sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum 

dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. 

 

36. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) 

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan 

satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya 

pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan 

untuk satu kali jalan (one way). Satuan biaya tiket termasuk biaya 

asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. 

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur 

Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan 

surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan 

perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau 

sebaliknya.  

Catatan: 

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antar perwakilan 

(cross-posting) mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
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1. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antar perwakilan  

(cross-posting) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang 

diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh KPA/PPK; 

2. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antar 

perwakilan (cross-posting) tersebut agar tetap memperhatikan 

prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, dan kewajaran serta 

kemampuan keuangan negara. 

 

37. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik 

Indonesia Di Luar Negeri 

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan 

untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan 

penghasilan. 

 

38. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan 

satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya 

pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/ 

meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur 

Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan 

fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan 

pegawai dimaksud. 

 

 

 

 

39. Satuan Biaya Sewa Kendaraan 

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil 

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil 

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 

(enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan 
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yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). 

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:  

1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri 

di tempat tujuan; atau 

2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, 

berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta 

dilakukan secara selektif dan efisien. 

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan 

pengemudi. 

 

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau 

Lapangan 

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional 

kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan 

roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor 

sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.  

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, 

satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa 

penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa 

selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan 

pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat 

dialokasikan biaya pemeliharaan.   

Catatan: 

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ 

operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai 

upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas 

penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti 

atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap 

menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan 

pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.  

2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional 

kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan 

kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional 
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kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi. 

3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional 

kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan 

barang/jasa yang berlaku. 

 

40. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas 

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya 

yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan 

kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau 

lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan 

tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.  

Bagi satuan kerja  baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan 

kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang 

tersedia. 

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui 

mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak 

diperkenankan lagi. 

 

41. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas 

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas  merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian 

dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:  

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter 

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang 

bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) 

potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara 

selektif. 

 

 

 

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat 

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukan bagi perawat 

yang bekerja di instansi pemerintah  dan diberikan paling banyak 2 

(dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan 
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secara selektif. 

 

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai  

Satuan biaya pakaian dinas pegawai  diperuntukan bagi pegawai 

dan 

diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya 

dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal 

pembentukan satuan kerja  mengenai kewajiban penggunaan 

pakaian dinas pegawai; dan 

2) dalam hal satuan kerja  yang pada awal pembentukannya tidak 

terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas 

pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan 

setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna 

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukan 

bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah 

Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 

2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara 

selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal 

pembentukan satuan kerja  mengenai kewajiban penggunaan 

pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan 

2) dalam hal satuan kerja  yang pada awal pembentukannya tidak 

terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian 

seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam 

mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin 

prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

 

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan 

Pramubakti 

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan 
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pramubakti diperuntukan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan 

pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan 

dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.  

 

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam 

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi  satpam, 

sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat 

pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan 

atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per 

tahun. 

 

 

MENTERI KEUANGAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 78/PMK.02/2017 

TENTANG 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-75- 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI KEUANGAN NOMOR 

33/PMK.02/2016 TENTANG 

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 

ANGGARAN 2017 

 

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -76- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-77- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -78- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-79- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -80- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-81- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -82- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-83- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -84- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-85- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -86- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-87- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -88- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-89- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -90- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-91- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -92- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-93- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -94- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-95- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -96- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-97- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -98- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-99- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -100- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-101- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -102- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-103- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -104- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-105- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -106- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-107- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -108- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-109- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -110- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-111- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -112- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-113- 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -114- 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 
-115- 

PENJELASAN 

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI 

42. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke 

Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama (One Way) 

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke 

Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama merupakan satuan biaya 

untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat 

Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain 

dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di 

Kota/Kabupaten tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya 

dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 

Catatan: 

Dalam hal Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke 

suatu Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama belum tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi 

dimaksud mengacu pada harga pasar (at cost) dengan tetap 

mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

kegiatan. 

 

43. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten Sekitar 

(One Way) 

Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten Sekitar 

merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya 

transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil 

Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI 

Jakarta ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, 

Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang 

Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka 

pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 

 

44. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang 

(PP) 

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota  merupakan 

satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi Pejabat 

Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain 
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dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas 

wilayah suatu kabupaten/kota (pergi pulang) yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak 

menggunakan kendaraan dinas. 

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat 

diberikan kepada  Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil 

Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam 

komplek perkantoran yang sama. 

Catatan: 

1. Untuk kegiatan  dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya 

melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi 

udara dan/atau air) dapat diberikan secara at cost.  

2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan 

biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit 

pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam 

kabupaten/kota.  

3. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota 

adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, 

Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 

 

45. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor 

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya 

pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang 

inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya 

meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan 

genset  agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). 

Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan 

bakar minyak.  

 

46. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan 

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya 

yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan 

dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.  

 

47. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam 

Negeri 
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Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri 

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam 

negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang 

ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, 

Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 

(S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, 

uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung 

oleh Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program 

dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga masing-masing. 

 

48. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi 

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi 

analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan 

operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya 

perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) 

lembar/bulan. 

 

49. Honorarium Narasumber/Pembahas Pakar/Praktisi/Profesional 

Merupakan satuan biaya yang  digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan honorarium narasumber/pembahas pakar/praktisi/ 

profesional yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam 

ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/ 

diseminasi/workshop/sarasehan/simposium/lokakarya/focus group 

discussion/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar 

negeri, narasumber/pembahas dikelompokkan sebagai berikut: 

Narasumber/Pembahas 

Kelas A 

: Narasumber/Pembahas  Pakar/Praktisi/ 

Profesional yang disetarakan dengan 

Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga 

negara. 

Narasumber/Pembahas  

Kelas B 

: Narasumber/Pembahas   Pakar/Praktisi/ 

Profesional yang disetarakan dengan duta 

besar luar biasa dan berkuasa penuh, 
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duta besar yang menjabat kepala 

perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke 

atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan 

anggota lembaga negara. 

Narasumber/Pembahas  

Kelas C 

: Narasumber/Pembahas   Pakar/Praktisi/ 

Profesional yang disetarakan dengan 

pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan 

IV/b dan perwira menengah Anggota 

Polri/TNI. 

 

50. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan 

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan 

makanan dan diberikan untuk: 

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana 

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan pada 

Narapidana. Pengaturan daerah khusus untuk pengadaan bahan 

makanan narapidana pada masing-masing rayon mengacu pada 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pra 

Tugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma 

Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi 

Kemhan/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi 

Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga 

Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI 

a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan 

oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan 

dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui 

perencanan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi 

Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang  untuk 

mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa 

serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, 

gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun 

luar negeri. 
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Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan 

terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa 

latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, 

waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan 

sebelumnya melalui perencanan terinci. 

b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk 

membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh 

melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar 

memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan 

jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya 

Perwira. 

c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah adalah 

pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi 

prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan 

pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, 

kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan 

dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan 

yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/ketrampilan 

anggota. 

d. Anggota yang sakit adalah Kemhan/Anggota Polri/TNI dan 

keluarganya yang dirawat/sakit (pasien). 

e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena 

pelanggaran disiplin. 

f. Jaga kawal adalah adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan 

kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di 

masing-kesatrian/satuan. 

 

9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah 

pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien 

rumah sakit pemerintah. 

b. Pengadaan Bahan Makanan bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial  (PMKS) dalam Panti Sosial/Rumah 

Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang 
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diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi 

sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial. 

9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar 

(PMS), Petugas Pengamatan Laut, ABK Cadangan pada Kapal 

Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas  Stasiun Radio 

Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Service (VTIS) 

a. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas 

penjaga menara suar yang ikut serta mendampingi petugas 

penjaga menara suar di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya 

pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara 

suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 anak) 

petugas penjaga menara suar. 

b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan 

survey hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi 

alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana 

Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).  

c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara 

kenavigasian yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara 

kenavigasian pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat. 

d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara 

kenavigasian yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara 

kenavigasian pada posisi tertentu pada saat berlayar. 

e. Petugas  Stasiun Radio Pantai (SROP) dan  Vessel Traffic 

Information Service (VTIS) adalah petugas yang mengoperasikan 

peralatan di SROP dan VTIS. 

 

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan 

Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, 

Penjaga Menara Suar (PMS), dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja 

Pelayaran 

a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah 

petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana 

kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta 

merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi. 

b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang 
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bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan 

Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi 

lampu-lampu menara suar. 

c. Penjaga Menara Suar (PMS) adalah petugas yang menjaga dan 

merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik. 

d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas 

kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para 

awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan. 

 

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan 

Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan 

a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi 

Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan 

b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa 

Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa 

Institut Pemerintahan Dalam Negeri). 

Catatan: 

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer 

di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus 

dan dananya bersumber dari PNBP dapat diberikan estimasi untuk 

perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar 

Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). 

 

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team 

Pengadaan Bahan Makanan untuk  Rescue Team adalah pengadaan 

bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat 

melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana). 

 

51. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni 

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket 

makanan tahanan/deteni, diberikan untuk tahanan/deteni yang antara 

lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan 

Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  
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52. Satuan Biaya Konsumsi Rapat 

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan 

untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan 

termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat 

koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa. 

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat 

koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara. 

 

53. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri 

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri 

merupakan  satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang 

habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan 

operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu 

kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat 

tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan 

surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.  

 

54. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian 

Inventaris untuk Pegawai Baru 

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian 

inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris 

lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian 

inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, 

pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, 

sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan 

kebutuhan.   

 

55. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas 

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang 

digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam 

kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukkannya.  

Satuan biaya tersebut  sudah termasuk biaya bahan bakar namun 
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belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

 

 

Catatan: 

1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor 

adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan 

kantor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Contoh:  

Golf car/sejenisnya  yang digunakan untuk mengantar tamu 

kenegaraan. 

2. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari 

sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk 

bahan bakar. 

3. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi: 

a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya 

pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan 

dari daftar inventaris; dan/atau 

b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau 

overhaul.  

 

56. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri 

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan 

satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya 

pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud 

menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam 

negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat 

kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak 

termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang 

memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri 

dialokasikan untuk: 

a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau 

b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam 

oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya 

kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.  
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57. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan 

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung 

pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat 

koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain 

sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk 

pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 

(tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan 

fasilitas gedung pertemuan lainnya. 

 

58. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan 

biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali 

perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju 

bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari 

bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat 

tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan 

sebaliknya. 

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:  

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan 

dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut: 

a. Berangkat 

1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke 

Bandara Soekarno-Hatta; dan 

2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat 

tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan. 

b. Kembali 

1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara  

Kualanamu (Sumut); dan 

2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat 

kedudukan (Jakarta). 

 

59. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang 

(PP) 

Satuan biaya  tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah 
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satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) 

dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam 

perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, 

tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam 

pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam 

negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). 

 

60. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang 

(PP) 

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri  pergi pulang 

(PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di  

Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri  pergi pulang 

(PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport 

tax dan biaya retribusi lainnya.  

Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 

(delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat 

Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas 

bisnis. 

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar 

negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). 

 

61. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar 

Negeri 

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar 

negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri, berupa: 

20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, 

Kantong Diplomatik, Jamuan  

a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk 

membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, 

ballpoint, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan 

jumlah pegawai.  

b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak. 

c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk 
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membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan 

halaman kantor perwakilan. 

d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan 

untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan 

kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.  

e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan 

untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik. 

f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang 

dilaksanakan di luar kantor. 

 

20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/ 

Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat   

a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam 

kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukkannya, termasuk 

biaya bahan bakar.  

Catatan: 

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya 

tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju. 

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang 

mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan 

dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi 

dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan 

untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan 

maksuduuntuk menjaga/mempertahankan gedung/bangunan 

kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 

agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan 

tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua 

persen). 

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan 
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untuk: 

1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau 

2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah 

Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh 

pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang 

adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan 

pemeliharaan. 

c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman 

gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar 

negeri. 

Catatan: 

Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang 

mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya 

pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum 

apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang 

bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh 

data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi 

pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

Pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah 

pegawai (home staff), sedangkan pembelian inventaris bagi 

pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. 

e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian 

sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar 

negeri. 

f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil box merupakan satuan 

biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa 

kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) 

penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk 

kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif 

serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya 

bahan bakar dan pengemudi. 

g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan 

www.peraturan.go.id



2017, No.854 -128- 

untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat 

biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya 

sudah termasuk makan dan kudapan. 

 

 

 

 

 

Catatan Umum: 

1) Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar 

biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran 

sebagai berikut: 

a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas; 

b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; 

c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif 

penyediaan kendaraan operasional; 

d) pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana 

kegiatan; dan 

e) lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. 

2) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas,  

pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau 

pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, 

konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesin 

fotokopi, sewa komputer perkantoran, sewa kendaraan dinas, 

pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, 

pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua), 

pengadaan  operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), dan 

pengadaan pakaian dinas, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi  

pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut: 

 No. Provinsi Kabupaten Toleransi 

 1. Sumatera 

Utara 

Toba Samosir 132% dari Satuan 

biaya  Provinsi 
 Samosir 141% 
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 Nias Utara 141% 
Sumut 

 Labuhan Batu 

Selatan 

143% 

 2. Sumatera 

Barat 

Kep. Mentawai 184% dari Satuan 

biaya  Provinsi 

Sumbar 

 3. Kepulauan 

Riau 

Natuna 133% dari Satuan 

biaya Provinsi 

Kepulauan Riau 
 Kep. Anambas 146% 

 No Provinsi Kabupaten Toleransi 

 4. Kalimantan 

Barat 

Ketapang 150% dari Satuan 

biaya  Provinsi 

Kalbar 

 5. Kalimantan 

Timur 

Kutai 

Kartanegara 

138% dari Satuan 

biaya  Provinsi 

Kaltim 

 6. 

 

Kalimantan 

Utara 

Tana Tidung 190% dari Satuan 

biaya  Provinsi  

Kaltara 

 7. 

 

Maluku 

 

Maluku 

Tenggara 

142% dari Satuan 

biaya  Provinsi 

Maluku 
 Kep. Aru 144% 

 Maluku 

Tenggara Barat 

158% 

 Buru Selatan 164% 

 Tual 168% 

 Maluku Barat 

Daya 

189% 

 8. 

 

Papua 

 

Tolikara 231% dari Satuan 

biaya                

Provinsi Papua 

 Asmat 131% 

 Dogiyai 138% 

 Sarmi 144% 

 Jayawijaya 147% 
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Pengertian Istilah: 

a. OJ : Orang/Jam 

b. OH : Orang/Hari 

c. OB : Orang/Bulan 

d. OT : Orang/Tahun 

e. OP : Orang/Paket 

f. OK : Orang/Kegiatan 

g. OR : Orang/Responden 

h. Oter : Orang/Terbitan 

i. OJP : Orang/Jam Pelajaran 
 

 Merauke 148%  

 Nduga 189% 

 Lanny Jaya 213% 

 Peg. Bintang 228% 

 Yalimo 230% 

 Puncak Jaya 244% 

 Intan Jaya 258% 

 Puncak 271% 

 Membrano 

Tengah 

237% 

 9. 

 

Papua Barat 

 

Maybrat 153% dari Satuan 

biaya  Provinsi 

Papua Barat 

 Fak-Fak 151% 

 Raja Ampat 147% 

 Tambraw 175% 
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